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Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat 
Kepatuhan Wajib Pajak 
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara) 
 
Effect of Tax Administration System Modernization on  
Compliance Tax Payers 





M. Christian Mangiwa 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modernisasi sistem 
administrasi perpajakan berupa e-billing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Data yang digunakan 
adalah data prime berupa kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang 
ditemui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar. Sampel diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling dan yang memenuhi kriteria pemilihan 
sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 61 wajib pajak. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear. 
Penelitian ini juga menggunakan pengujian asumsi klasik dan pengujian 
hipotesis berupa uji statistik t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa e-billing berpengaruh positif 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
 
Kata kunci :e-billing, kepatuhan, wajib pajak 
 
The purpose of this study is to examine the effect of tax administration system 
modernization e-billing on compliance tax payers in Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Utara. The data used are prime data form of a questionnaire 
distributed to tax payers found in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar. 
Samples were taken by using purposive sampling method and fulfill the criteria of 
sample selection. The sample used by 61 tax payers. This study used a 
quantitative approach and linear regression analysis. This study also use the 
classic assumption test and testing of hypothesis in the form of t statistics test. 
The resultsof this study indicates that tax administration system modernization e-
billing has positive effect on compliance taxpayers. 
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1.1 Latar Belakang 
Luasnya wilayah, banyaknya penduduk, serta dinamisnya aktivitas 
ekonomi merupakan suatu tantangan tersendiri dalam menegakkan perpajakan 
di Indonesia. Apalagi pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian di 
Indonesia. Ketidaksesuaian ratio antara pegawai pajak dengan wajib pajak 
mengakibatkan kurang optimalnya implementasi perpajakan di Indonesia. Untuk 
mengatasi hal tersebut diperlukan adanya administrasi perpajakan yang 
sederhana, cepat, dan mudah dilakukan agar pajak dapat secara optimal 
menjangkau penduduk, entitas badan, serta ekspatriat wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Hal ini membuat Direktorak Jenderal Pajak mereformasi 
sistem perpajakan yang ada. Dewasa ini reformasi dibidang perpajakan ditandai 
dengan ditetapkannya visi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model 
pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen 
perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Selain itu, 
Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan misi fiskal untuk menghimpun 
penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian 
pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat 
efektivitas dan efisiensi yang tinggi. 
Sebagai organisasi pemerintah yang diberi kewenangan dalam mengelola 
perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menyadari sepenuhnya bahwa tanpa 
adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang di 





(Prawirodidirdjo, 2007). Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang 
semakin pesat, maka Direktur Jenderal Pajak tidak mau ketinggalan dalam 
memanfaatkan teknoklogi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan 
yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Maka dari itulah 
Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan program baru yang memanfaatkan 
teknologi dengan lebih baik, yakni E-System. E-System adalah cara terbaru yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pelayanan pajak. Dalam 
metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet 
yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. Adapun bagian dari E-System 
adalah sebagai berikut. 
a) E-Registration, metode untuk melakukan pendaftaran secara online.  
b) E-Filling, metode untuk pengisian SPT secara online.  
c) E-SPT, metode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan 
dapat diisi dan dikirimkan kembali.  
d) E-Billing, metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui 
atm dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh Wajib pajak.  
Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, 
diharapkannya dapat memberikan kemudahan bagi Wajib pajak dikarenakan 
seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapan pun oleh 
wajib pajak dan harapannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak sehingga penerimaan pajak dapat membantu roda 
perekonomian Indonesia.  
Aplikasi e-billing yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat 
memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam hal membayar.  





dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang harus dibayar.  
Sistem e-billing pajak merupakan bagian dari sistem penerimaan negara 
secara elektronik yang telah diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal 
Pajak dan secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 
(MPN G2). MPN G2 digunakan guna mendukung pelaksanaan cash 
management yang baik dengan menyajikan informasi penerimaan negara secara 
real time yang didukung keandalan teknologi informasi dalam penerapan 
Treasury Single Account. MPN G2 melanyani seluruh transaksi penerimaan 
Negara antara lain pajak, beadan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. 
E-billing adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan 
kode billing. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, 
dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. 
Jadi, dapat disimpulkan e-billing adalah pembayaran pajak melalui media 
elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. Seluruh 
Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia turut serta dalam pelaksanaan uji coba 
penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) sejak 12 
April 2013, sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP - 
359/PJ/2013 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak 
dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik 
(billing system) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara (Andrian dkk., 2013). 
Aplikasi ini mulai diberlakukan per 1 Juli 2016. Aplikasi E-billing ini menjamin 
keamanan transaksi elektronik antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. 
Lebih lanjut, aplikasi ini memudahkan pembayaran pajak secara elektronik 





karena dalam proses pembayaran pajaknya penyetor tidak perlu lagi repot 
mengisi kertas surat setoran manual. 
Sistem E-billing menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka 
penyetoran pajak. Selanjutnya pengisian dalam sistem surat setoran elektronik 
yang sederhana akan meminimalisir potensi terjadinya human error dalam 
perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas bank persepsi atau 
pos.    
Peranan administrasi perpajakan diibaratkan sebagai kapasitas atau 
sebuah wadah dalam rangka melakukan pemungutan pajak. Kapasitas 
administrasi yang tidak menyesuaikan perkembangan jaman, akan 
menyebabkan hilangnya potensi penerimaan yang sangat besar bagi NKRI. Hal 
ini menjadi alasan yang menguatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk 
melakukan penyempurnaan modernisasi administrasi perpajakan. 
Penyempurnaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan hal mendesak 
yang harus segera dilakukan untuk membantu menangani kurang optimalnya 
penerimaan perpajakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. 
Modernisasi administrasi pajak diyakini telah memberikan angin segar 
berupa kemudahan dalam proses pemungutan pajak. Merubah konsep 
penyampaian SPT manual yang selama ini memiliki banyak kelemahan dalam 
pemungutan pajak, yakni kemudahan administrasi yang tidak efisien dan 
menimbulkan tingginya biaya bagi wajib pajak, baik dalam hal uang, waktu, dan 
tenaga. Oleh karena itu, seluruh moderinisasi sistem administrasi perpajakan 
telah dirancang sedemikan rupa dan harus selalu dipelihara dan diperbaharui 
sehingga mampu menyediakan layanan yang optimal. 
Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem 





Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan 
pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan 
fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin 
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat 
Jenderal Pajak. Pada penerapan e-billing pada beberapa negara memberikan 
kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif cukup baik. Peran serta wajib 
pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target 
penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari 
berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak 
potensial atau tidak terjadi tax gap. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak 
merupakan faktor penting yang memengaruhi realisasi penerimaan pajak. 
 Peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem 
administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penelitianini mencoba untuk 
menganalisis tentang tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai subjek pajak/wajib 
pajak PPN karena berbagai perubahan dalam UU tentang PPN (terakhir UU No. 
42 Tahun 2009) mencakup juga berbagai aspek yang terkait erat dengan dimensi 
modernisasi pajak. Penelitian ini mengambil responden di KPP Pratama 
Makassar Utara. Penelitian ini juga mengambil variabel modernisasi sistem 
administrasi perpajakan yang terkhusus pada modernisasi sistem pembayaran 
(e-billing). E-billing dipilih sebagai variabel independent dalam penelitian karena 
e-billing baru diberlakukan selama dua tahun, serta mulai tahun 2016 seluruh 
Wajib Pajak diharuskan menggunakan e-billing dalam pembayaran pajak, hal ini 
diatur dalam Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). KPP Makassar 
Utara dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian karena KPP Pratama 





melaksanakan tugasnya para pegawai terikat oleh kode etik pegawai yang 
bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.  
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi 
Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak (Studi Kasus Pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)”. 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini sebagai berikut.Apakah modernisasi sistem administrasi 
perpajakan berupa e-billing dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di 
KPP Pratama Makassar Utara? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh modernisasi 
sistem administrasi perpajakan berupa e-billing terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak di KPP Pratama Makassar Utara. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini dapat memberikan nilai guna kepada berbagai pihak yang 
berkepentingan. Oleh karena itu, hasil analisis penelitian ini dapat memiliki 
kegunaan yang meliputi Kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. 
a) Kegunaan Teoretis  
Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dalam meningkatkan 





administrasi perpajakan berupa e-billing terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak. 
b) Kegunaan Praktis  
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti: 
1. menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait 
masalah modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa e-billing 
untuk membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak di KPP. 
2. bagi stakeholder, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak.  
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penulisan ini disajikan untuk memberikan gambaran 
keseluruhan isi penelitian. Sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian 
ini sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori dan literatur-literatur 
relevan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, kerangka 
penelitian, dan hipotesis. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 





variabel tersebut, gambaran subjek penelitian, jenis dan sumber data yang 
akan dipakai dalam penelitian, metode pengambilan data penelitian yang 
digunakan, serta metode analisis data. 
BAB IV  HASIL PENELITIAN 
Bab keempat menjelaskan tentang gambaran umum peneliitian, hasil 
statistik deskriptif dan deskripsi data penelitian, hasil uji kualitas data, hasil 
uji asumsi klasik, hasil analisis regresi, hasil pengujian hipotesis, dan 
interpretasi hasil dari penelitian yang dilakukan. 
BAB V  PENUTUP 
Bab kelima menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, 
keterbatasan penelitian, dan saran atas penelitian ini untuk penelitian 
selanjutnya. Dengan keterbatasan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat 





2.1 Tinjauan Teori 
2.1.1 Pengertian Pajak 
Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, tentang 
perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah: 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 
 
Beberapa ahli mendefinisikan pajak sebagai berikut. 
a. Pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut 
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 
produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam mencapai kesejahteraan 
umum (Mardiasmo,2003:10). 
b. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan 
(Adriani dalam Waluyo,2002). 
c. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra 
prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 




d. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya barang-
barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum 
(Soeparman, 2005:10). 
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut. 
1. Iuran masyarakat kepada negara, di mana swasta atau pihak lain tidak 
boleh memungut. 
2. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.  
3. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai 
kekuatan hukum. 
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 
langsung secara individual kepada pemerintah atau tanpa balas jasa 
(prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk. 
5. Pajak digunakan untuk kepentingan umum.  
6. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah.  
7. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.  
8. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai public investment. 
 
 
2.1.2 Sistem Administrasi Perpajakan Modern 
2.1.2.1 Administrasi Perpajakan 
Administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan 
pemungutan pajak (Harahap, 2004:94-96). Sistem administrasi perpajakan 
berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia meliputi identifikasi dan 




pemungutan pajak dari wajib pajak; penegakan hukum; pencatatan dan 
pemeriksaan; danpelaporan yang dilakukan dengan surat pemberitahuan (SPT). 
Peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi 
terkini dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan 
yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan 
penerimaan atau mencapai tujuan lainnya dikarenakan administrasi perpajakan 
tidak mampu melaksanakannya (Gunadi, 2005).Administrasi pajak dikatakan 
efektif ketika mampu mengatasi masalah-masalah seperti wajib pajak yang tidak 
terdaftar (unregistered taxpayers), wajib pajak yang tidak menyampaikan surat 
pemberitahuan (SPT), dan penyelundup pajak (tax evaders). 
Administrasi pajak yang baik mampu menerapkan prinsip-prinsip 
manajemen modern seperti planning, organizing, actuating, dan controling. 
Adanya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan 
wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya petugas pajak yang 
berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan 
konsisten. 
 
2.1.2.2 Modernisasi Administrasi Perpajakan 
Sistem pemungutan pajak telah berubah sejak adanya reformasi 
perpajakan di tahun 1983, di mana sistem official assessment berubah menjadi 
self assessment. Dalam sistem official assessment, wajib pajak bersikap pasif, 
menunggu perhitungan besarnya pajak dari pihak fiskus, sedangkan dalam 
sistem self assessment, wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Sejak tahun itu 
pula diterbitkannya seperangkat peraturan perundang-undangan dibidang 




Pemerintah Kolonial Belanda, seperti Ordonasi Pajak Pendapatan 1944 dan 
Ordonasi Pajak Perseroan 1925. Produk hasil reformasi ini bersifat lebih 
sederhana, netral, adil, dan memberikan kepastian legal. 
Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi 
administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi yang 
ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 
yang membentuk 2 KPP Wajib pajak Besar (Large Tax payers Office) yaitu KPP 
WP Besar I dan KPP WP Besar II yang berkedudukan di Jakarta. KPP-KPP ini 
melayani wajib pajak-wajib pajak terkategori pembayar pajak terbesar diseluruh 
Indonesia dan melayani administrasi pajak PPh dan PPN (Widodo dan Djefris, 
2008:63). 
Setelah itu berturut-turut dikeluarkan keputusan yang melahirkan KPP 
modern lainnya. Pada tahun 2003 dengan KEPMENKEU No. 519/KMK.01/2003 
No. 587/KMK.01/2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang juga berkedudukan di 
Jakarta meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, 
dan Perusahaan Masuk Bursa. Pada tahun 2004 berdasarkan KEPMENKEU No 
254/KMK.01.2004 dibentuk KPP untuk pembayar pajak menengah (Medium 
Taxpayers Office) yang kemudian disebut KPP Madya. Selanjutnya dalam kurun 
waktu 2 tahun sejak 2006 hingga 2008, telah dibentuk sebanyak 357 KPP 
pembayar pajak kecil (small taxpayers office), yang kemudian disebut KPP 
pratama (Widodo dan Djefris, 2008:63). 
Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi 
perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga 
bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang 
administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2010:109). 




belakangi dilakukannya modernisasi perpajakan pada awal dekade 2000-an, 
yakni menyangkut citra Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai harus diperbaiki 
dan ditingkatkan; tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang 
harus ditingkatkan; dan integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang 
masih harus ditingkatkan. 
 
2.1.3 E-Billing (Sistem Pembayaran) 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 
Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari 
sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller 
Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System; Pasal 1 angka 2, 
Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan 
Kode Billing; dan Pasal 1 angka 5, Kode Billing adalah kode identifikasi yang 
diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang 
akan dilakukan Wajib pajak. Cara mendapatkan Kode Billing menurut Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib pajak dapat 
memperoleh Kode Billing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) 
dengan cara sebagai berikut. 
a. Membuat sendiri pada Aplikasi Billing Direktur Jenderal Pajak yang dapat 
diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementrian 
Keuangan;  
b. Melaui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur 
Jenderal Pajak; atau  
c. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit 
ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang 




2.1.4 Faktor Kemudahan / Efisiensi Administrasi Perpajakan Modern (E-
Billing) 
Manfaat penggunaan Billing System antara lain; Mempermudah dan 
menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan 
penyetoran penerimaan negara, Menghindari/ meminimalisasi kemungkinan 
terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh 
petugas Bank/Pos Persepsi, memberikan kemudahan & fleksibilitas cara 
pembayaran / penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan 
penyetoran, memberikan akses kepada wajib bayar & wajib setor PNBP untuk 
memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran PNBP,memberikan 
keleluasaan kepada wajib pajak/wajib bayar untuk merekam data setoran secara 
mandiri (self assessment)  
 
Pembayaran bisa dilakukan melalui Bank atau Loket Kantor Pos dengan 
menunjukkan slip id billing atau ATM, Internet Banking, atau Mobile Banking. 
Atas pembayaran pajak melalui sistem kode e-billing ini, wajib/pembayar pajak 
menerima BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang status dan kedudukannya sama 
dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran 
Pajak. 
Bukti setoran pajak sistem e-billing berupa Struk ATM yang memuat ID 
billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode Satuan Kerja, nilai 
setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran; Cetakan BPN dari internet; Struk EDC 
yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode 
Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran; hasil cetakan email 




memuat data nomor tagihan, nama wajib setor/bayar, nilai setoran, tanggal setor, 
NTB, dan NTPN. Untuk struk ATM dan EDC agar segera difotokopi mengingat 
tulisan pada struk mudah hilang. 
Membayar pajak tidak perlu antri dan dapat dilakukan kapan saja dan di 
mana saja, mudah dan praktis. Kalau masih bingung, dapat menghubungi kring 
pajak 1 500 200 atau menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor 
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat. 
 
2.1.5 Wajib Pajak 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak 
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang 
No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang- Undang No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah sebagai 
berikut. 
a. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang 
menggantikan yang berhak.  
b. Badan, dan  
c. Bentuk usaha tetap.  
Pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 




lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisani sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Menurut Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (2), Wajib Pajak 
badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan 
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, 
wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam 
bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan 
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. 
 
2.1.6 Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) 
Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai 
suatu keadan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan Nasucha (2004) berpendapat 
bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak 
dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat 
pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak 
terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 
Ada dua macam kepatuhan menurut Nurmantu (2003), yaitu sebagai 
berikut. 
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi 
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 
undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian 




Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak 
penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, 
maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya 
belum tentu memenuhi ketentuan material.  
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara 
substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai 
isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi 
kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah 
wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat 
pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP 
sebelum batas waktu berakhir. 
Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan 
No.235/KMK.03/2003 adalah:  
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak 
dalam dua tahun terakhir.  
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, 
kecuali telah memeroleh izin untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak.  
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 
bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.  
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 




pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak 
yang terutang paling banyak 5%.  
5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit 
oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau 




2.2 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu menganalisis tentang pengaruh 
modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak. Penelitian-penelitian mengenai pengaruh antara variabel-variabel tersebut 
menunjukkan hasil yang beragam dalam hasil penelitian, objek penelitian, 
bahkan alat analisis yang digunakan. 
Nasucha (2004) secara khusus melakukan penelitian mengenai reformasi 
administrasi perpajakan di Indonesia dan menelaah pengaruhnya terhadap 
kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan wajib pajak dimungkinkan menjadi 
salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak. 
Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa reformasi administrasi 
perpajakan secara keseluruhan berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi 
Direktorat Jenderal Pajak; tujuan administrasi perpajakan adalah mendorong 
kepatuhan wajib pajak. Reformasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh 
besar terhadap kepatuhan wajib pajak; akuntabilitas organisasi sebagai bagian 
dari reformasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang cukup besar 




sama dengan akuntabilitas organisasi mempunyai pengaruh sangat besar 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Rahayu dan Lingga (2009) meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem 
administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya 
menemukan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagian 
besar dalam kategori baik yang meliputi: penerapan modernisasi struktur 
organisasi berkaitan dengan program penerapan good governance dalam 
meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak dan kampanye sadar dan peduli 
pajak sebagian besar dalam kategori baik; penerapan perubahan implementasi 
pelayanan berkaitan dengan perubahan kualitas pemberian pelayanan kepada 
wajib pajak serta efisiensi dan efektivitas kerja aparat pajak sebagian besar 
dalam kategori baik; penerapan penggunaan fasilitas teknologi perpajakan dalam 
memermudah pemenuhan kewajiban perpajakan sebagian besar dalam kategori 
baik, karena dapat memermudah petugas pajak dalam memberikan pelayanan 
prima kepada wajib pajak; penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal 
Pajak sebagai standar perilaku pegawai dalam menjalankan tugas sebagian 
besar dalam kategori baik. Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
2.3 Kerangka Penelitian 
Berdasarkan konsep teori di atas maka peneliti mencoba menguraikan 














Penelitian ini menggunakan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai 
variabel dependen, sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang 
berupa e-billing sebagai variabel independen.  
 
2.4 Hipotesis Penelitian 
2.4.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berupa E-
Billingt erhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak 
E-billing merupakan suatu jawaban dari Direktur Jenderal Pajak atas 
tuntutan era globalisasi dan kemudahan akses oleh Wajib Pajak. Pada sistem 
elektrik ini maka Wajib Pajak dapat melakukan prosedur pembayaran dimana 
pun mereka berada. Karena dengan e-billing maka Wajib Pajak hanya perlu log-
in dan memasukkan data-data pajak yang diperlukan lalu menerbitkan kode 
billing. Setelah kode billing terbit maka Wajib Pajak hanya perlu melakukan 
pembayaran pada bank-bank yang telah ditunjuk dan melakukan kerja sama 
dengan Direktur Jenderal Pajak, bahkan Wajib Pajak dapat membayarkan 
pajaknya melalui Automatic Teller Machine (ATM) maupun internet banking. 
Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan diterima oleh Wajib Pajak pun akan 









melaui ATM, maka struk pembayaran ATM tersebut menjadi BPN yang 
kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak (SSP) yang akan diterima 
saat Wajib Pajak melakukan pembayaran manual. Sedangkan bila melalui 
internet banking maka BPN akan diterima oleh Wajib Pajak dalam format 
elektronik yang dapat dicetak sendiri oleh Wajib Pajak. Hal ini diungkapkan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. 
H1 : modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa e-billing mempunyai 






METODE PENELITIAN  
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang menjelaskan sifat 
hubungan tertentu dengan investigasi sebab akibat. Peneliti lebih lanjut ingin 
melihat sejauh mana pengaruh modernisasi sistem administrasi berupa e-billing 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti mengambil langsung data yang 
diperlukan sehingga tingkat intervensi dalam penelitian ini tinggi. Penelitian ini 
menggunakan study setting noncontrived yaitu penelitian yang berproses secara 
normal tanpa adanya perekayasaan objek penelitian. Unit analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa wajib pajak yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan 
cara berpikir deduktif. Dalam menganalisis data dari variabletersebut, peneliti 
mengunakan aplikasi SPSS sebagai program untuk menganalisis. Penelitian ini 
menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran (1 sampai 5). 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Utara dengan mengambil daftar wajib pajak dan selanjutnya membagikan 
kuesioner kepada wajib pajak yang ditemui di KPP Pratama Makassar Utara. 







3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.  
Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive 
sampling yang berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu karena tidak 
semuawajib pajak yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun kriteria  
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. wajib pajak yang masih terdaftar dan aktif dari tahun 2016, 
b. wajib pajak yang terdaftar di wilayah KPP Makassar Utara, 
jenis pajak 
tahun 
2015 2016 2017 Per 31 maret 
Orang Pribadi 129250 139948 142713 
 
no uraian jumlah 
1 memenuhi syarat 13463 
2 tidak memenuhi syarat 129250 
 
Berdasarkan kriteria tersebut,  dapat diperoleh beberapa sampel pada 
wajib pajak. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa 
nilaidan skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Sumber data yang digunakan adalah 







3.5 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 
kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yang dapat ditemui secara 
langsung atau secara kebetulan sedang berada di KPP Pratama Makassar Utara, 
sehingga dapat memudahkan responden untuk bertanya jika ada kesulitan dalam 
menjawab pertanyaan. Selain itu, kuesioner juga disebarkan dengan cara 
mendatangi secara langsung setiap wajib pajak di tempat beroperasi kegiatan 
usahanya. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penelitian 
 Variabel independen dalam penelitian ini yaitu modernisasi sistem 
administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, 
strategi organisasi, dan budaya organisasi, sedangkan variabel dependen dalam 
penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. 
 
3.6.2 Definisi Operasional 
3.6.2.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berupa E-Billing 
Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah suatu proses 
penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan 
atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun 
kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dilakukan secara 
komprehensif meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat 
keras, dan sumber daya manusia. Modernisasi sistem administrasi perpajakan 
yang dalam hal ini adalah e-billing.  




Kode Billing. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem 
Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib 
pajak.  
 
3.6.2.2 Tingkat Kepatuhan Wajib pajak 
Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap dari wajib pajakuntuk  
melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan 
yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun 
ancaman dan penerapan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administrasi. 
Tingkat kepatuhan wajib pajak diukur dari :  
1. kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, 
2. kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang,  
3. kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan 
4. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
Alat pengambil data (instrument) menentukan kualitas data yang dapat 
dikumpulkan dan kualitas data itu menentukan kualitas penelitian. Oleh karena 
itu, alat pengambil data itu harus mendapatkan penggarapan yang cermat .  
Penelitian ini diukur dengan skala likert 1 sampai 5. Angka 1 
menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 menunjukkan Tidak Setuju 
(TS), angka 3 menunjukkan Netral (N), angka 4 menunjukkan Setuju (S), dan 







3.8 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier (linier 
regression method) digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
yang signifikan dari satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel 
independen. Model hubungan tingkat kepatuhan dengan modernisasi sistem 
administrasi perpajakan berupa e-billing dapat disusun dalam persamaan linier 
sebagai berikut. 
Y = a + b1 X + e (1) 
Keterangan: 
Y   = tingkat kepatuhan wajib pajak 
a   = konstanta 
b1  = koefisien  regresi,  merupakan  besarnya  perubahan  variabel  
     dependen akibat perubahan variabel independen. 
X  = e-billing 
e   = kesalahan residual (error) 
Data dan informasi yang diperoleh dari perusahaan yang berhubungan 
dengan penelitian ini dianalisis agar dapat memecahkan masalah dan 
membuktikan kebenaran hipotesis yang telah diajukan sebelumnya dengan 
menggunakan teknik analisis seperti berikut. 
 
3.8.1 Uji Kualitas Data 
a) Uji Validitas 
Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik 
yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor 
total menggunakan metode Product Moment Pearson Correlation. Adapun 




nilai r hitung > nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%), sebaliknya jika 
nilai r hitung < nilai r tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid dan akan 
disisihkan pada analisis selanjutnya.  
b) Uji Reliabilitas 
Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan internal consistency reliability yang menggunakan uji Cronbach 
Alpha untuk mengidentifikasikan seberapa baik item-item dalam kuisioner 
berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebuah faktor dinyatakan 
reliabel/handal jika koefisien Alpha lebih besar dari 0,6. Apabila Alpha 
Cronbach (α) lebih besar dari 0,60 maka data penelitian diangap sangat baik 
dan reliabel untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data 
guna menguji hipotesis penelitian. 
 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
Penelitian ini menggunakan metode Original Least Square (OLS) dalam 
menghitung persamaan regresi, maka dalam analisis regresi tersebut ada 
beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi tersebut valid 
untuk digunakan dalam penelitian. Asumsi-asumsi itu disebut dengan asumsi 
klasik. 
 
3.8.2.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi,variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara 
untukmegetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak yaitu 
denganuji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data terdistribusi 
normalapabila hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 





3.8.2.2 Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel 
independen atau tidak. Adapun cara pendeteksiannya adalah jika 
multikolinearitas tinggi,kemungkinan diperoleh R2 yang tinggi tetapi tidak satupun 
atau sangat sedikit koefisien yang ditaksir yang signifikan/penting secara statistik 
(Sulaiman, 2004). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi 
diantara variabel independen. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai 
tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 
menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 
independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 
terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi 
apabila nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 
1/tolerance) dan menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff 
yang umum dipakai adalah nilai tolerance di atas 0,10 atau sama dengan nilai 
VIF dibawah 10. 
 
3.8.2.3 Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 
regresi linier berganda terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan 
residual periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang 
independen dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 







3.8.2.4 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke 
pengamatan yang lain tetap. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain tetap disebut sebagai homokedastisitas dan jika berbeda 
disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.  
 
3.8.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 terletak antara 0 
sampai dengan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah 
untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
Nilai R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0≤ R2 ≤1). Semakin besar nilai R2 
(mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut. Semakin 
mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat 
menjelaskan variabel dependen (Sulaiman,2004). 
 
3.8.4 Uji Startistik T 
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 
dengan taraf signifikansi 5%. Langkah-langkah dalam menguji t adalah sebagai 
berikut.  
1. Merumuskan Hipotesis  
Ho : β = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel 
independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Modernisasi sistem 
administrasi perpajakan yang berupa e-billing tidak berpengaruh terhadap 




Ha : β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Modernisasi sistem 
administrasi perpajakan yang berupa e-billing berpengaruh terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak.  
2. Menentukan Tingkat Signifikan  
Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5%, artinya risiko kesalahan 
mengambil keputusan adalah 5%. 
3. Pengambilan Keputusan  
a. Jika probabilitas (sig t) > α (0,05) maka Ho diterima, artinya tidak ada 
pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen (X) 
terhadap variabel dependen (Y).  
b. Jika probabilitas (sig t) < α (0,05) maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh 




























Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh modernisasi sitem 
administrasi perpajakan berupa e-billing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh e-billing terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Utara. e-billing System mempunyai fitur yang akan sangat membantu Wajib 
Pajak dalam proses pembayaran pajak, E-billing system akan meningkatkan 
kualitas keamanan dalam melakukan transaksi pajak, dengan e-billing system 
proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat, e-billing system 
juga dapat melakukan proses pembayaran pajak dimana saja dan kapan saja, 
serta e-billing system dapat mempermudah dan menyederhanakan proses 
pembayaran pajak. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel dalam penelitian 
iniyang hanya menggunakan beberapa sampel dan terpaku pada satu wilayah 
Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, hasil penelitian ini hanya sampai pada 
persepsi dari wajib pajak itu sendiri tanpa membandingkan dengan data hasil 
pemeriksaan kepatuhan PKP yang dilakukan oleh seksi pemeriksaan 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 




1. Beberapa implikasi dari penelitian ini adalah tinggi-rendahnya anggapan 
wajib pajak terhadap proses reformasi dan modernisasi di kantor pajak 
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mereka dan oleh karenanya 
aparatur perlu untuk tetap menjaga integritas dan nama baik mereka dan 
instansi untuk menciptakan wajib pajak yang patuh.Implikasi lain adalah 
fiskus harus lebih kuat dalam pengawasan karena temuan penelitian ini 
menunjukkan bahwa patuh dalam mendaftar sebagai wajib 
pajak/pengusaha kena pajak tidaklah jaminan bahwa wajib pajak juga akan 
patuh dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. 
2. Diharapkan bagi peneliti berikutnya agar memperluas cakupan penelitian 
yang meliputi jumlah variabel yang lebih banyak dan sampel yang lebih 
besar agar diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif tentang faktor-
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Direktorat Jenderal 
Pajak Wajib Pajak 
Besar terhadap 
kepatuhan Wajib 
Pajak pada KPP di 
lingkungan Kanwil 
Direktorat Jenderal 
Pajak Wajib Pajak 
Besar. 







5. Terdapat pengaruh 















2. Irawan, Hasan dan Siti 




Wajib Pajak Pada Kantor 














Pajak secara parsial.  


















































dimana nilai nilai t 
tabel lebih besar 
dari t hitung. 





Kepatuhan Wajib Pajak  

















1. Terdapat pengaruh 











2. Terdapat pengaruh 





























pada KPP di 
lingkungan Kanwil 
Direktorat Jenderal 
Pajak Wajib Pajak 
Besar dalam 
kategori cukup baik.  






















3. Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara 
modernisasi  prosedur 
organisasi 
administrasi 
perpajakan terhadap  
kepatuhan Wajib 
Pajak. 
4. Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara 
modernisasi  Strategi 
organisasi 
administrasi 
perpajakan terhadap  
kepatuhan Wajib 
Pajak. 
5. Terdapat pengaruh 
































Wajib Pajak pada Kantor 



























































wajib pajak  




Kepatuhan Wajib Pajik 









strategi organisasi, dan 
modernisasi budaya 




kepatuhan wajib pajak 
di KPP Pratama 
Surabaya Simokerto. 
































kepatuhan wajib pajak. 
kepatuhan wajib pajak 
di KPP Pratama 
Surabaya Simokerto. 




kepatuhan wajib pajak 
di KPP Pratama 
Surabaya Simokerto. 




kepatuhan wajib pajak 




































































6. Astana, I wayan Sugi dan 




perpajakan modern dan 
kesadaran Wajib Pajak 
pada kepatuhan Wajib 
Pajak 





modern dan kesadaran 
Wajib Pajak pada 
kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Gianyar 
1. Struktur organisasi 
berpengaruh positif 
pada kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi. 




pada kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi. 






















pada kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi. 
4. Good governance 
berpengaruh positif 
pada kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi. 
5. Kesadaran Wajib 
Pajak berpengaruh 
positif pada kepatuhan 


























Makassar,   Mei 2017 
 
Kepada Yth :  
Bapak/Ibu/Sdr(i) Responden (Wajib Pajak) 
Di  
       Tempat  
 
Dalam rangka memenuhi syarat akhir penyelesaian program pendidikan 
S1 departemen akuntansi, maka saya:  
Nama   : Dhyka Adzani 
NIM   : A311 10 117 
selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 
mengajukan kuesioner ini dengan tujuan untuk mengetahui ”Pengaruh 
Modernisasi Sistem Administrasi (E-Billing) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”.  
Sehubungan dengan hal di atas, saya mohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i agar meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner 
ini. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat menentukan 
keberhasilan penelitian yang saya lakukan.  
Saya sepenuhnya menjamin kerahasiaan identitas responden. Atas 
perhatian dan waktu yang diberikan saya ucapkan banyak terima kasih.  
 
 




           Dhyka Adzani 












Untuk membantu saya membuat perbandingan statistik, mohon diisi data 
demografi terkait perusahaan Bapak/Ibu dan data pribadi Bapak/Ibu. Jika 
Bapak/Ibu tidak berkenan memberikan nama perusahaan Bapak/Ibu, silahkan 
abaikan pertanyaan ini atau abaikan pertanyaan yang menurut Bapak/Ibu tidak 
berkenan memberikannya. 
 
1. Data Wajib Pajak 
Nama Bapak/Ibu  : .............................................................(boleh diisi/tidak)   
Jenis Kelamin  :  a. Laki-laki   b. Perempuan  
Usia  : ……….  
Pendidikan Terakhir :  a. Diploma   d. Doktor (S3)  
  b. Sarjana   e. Lainnya ……...................  
  c. Magister (S2)  
Pengetahuan Pajak :  a. Brevet   c. Tidak Ada  
  b. Penyuluhan Pajak  d. Lainnya............................ 
Petunjuk Pengisian  
Berilah tanda centang (√) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing 
jawaban pertanyaan kuesioner yang merupakan pilihan terbaik menurut 
Bapak/Ibu. Tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Di bawah ini 
terdapat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan modernisasi sistem 
administrasi pajak berupa e-billingdan 9 pertanyaan yang berhubungan dengan 
tingkat kepatuhan wajib pajak. 
 
*Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut: 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak 
Setuju 




A. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa E-Billing.   
 
 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 
E-Billing System      
1 E-billing System mempunyai fitur yang akan 
sangat membatu Wajib Pajak dalam proses 
pembayaran pajak. 
     
2 Menggunakan e-billing system proses 
pembayaran untuk pajak terutang akan lebih 
jelas dan terperinci. 
     
3 Dengan e-billing system proses pembayaran 
pajak akan lebih mudah dan sederhana. 
     
4 E-billing system dapat menghemat waktu 
dalam melakukan proses pembayarn pajak. 
     
5 E-billing system akan mengurangi waktu yang 
saya habiskan untuk kegiatan yang tidak 
produksitf (ex: mengantri di Bank atau KPP). 





6 Dengan e-billing system proses pembayaran 
pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan 
saja. 
     
7 Dengan e-billing system proses pembayaran 
pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat. 
     
8 Penerimaan bukti pembayaran pajak akan lebih 
mudah didapat dengan menggunakan e-billing 
system (ex: struk ATM atau Report dari Internet 
Banking). 
     
9 E-billing system akan meningkatkan kualitas 
keamanan dalam melakukan transaksi pajak. 
     
 
B. Kepatuhan wajib pajak terkait dengan kepatuhan untuk mendaftarkan diri, 
kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), 
kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang,serta 
kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.  
 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 
10 Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak 
secara sukarela ke KPP (kantor pelayanan 
pajak).  
     
11 Saya selalu mengisi SPT (surat 
pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan dengan tepat waktu.  
     
12 Saya selalu melaporkanSPT (surat 
pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan dengan tepat waktu. 
     
13 Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak 
tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian 
SPT.  
     
14 Saya selalu menghitung pajak yang terutang 
dengan benar. 
     
15 Saya selalu membayar pajak yang terutang 
dengan tepat waktu. 
     
16 Saya selalu membayar kekurangan pajak yang 
ada sebelum dilakukan pemeriksaan.  
     
17 Dengan adanya pengawasan yang dilakukan 
oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan PKP 
dalam membayar pajak.  
     
18 Saya selalu melakukan pembukuan.       
19 Aparatur pajak telah memungut pajak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
     
20 Saya telah menyampaikan SPT dengan 
lengkap, sesuai dengan kebutuhan perpajakan.  

















Variabel E-Billing (X) 
A1 





Valid 3.00 11 18.0 18.0 18.0 
4.00 33 54.1 54.1 72.1 
5.00 17 27.9 27.9 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      A2 





Valid 2.00 4 6.6 6.6 6.6 
3.00 9 14.8 14.8 21.3 
4.00 34 55.7 55.7 77.0 
5.00 14 23.0 23.0 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      A3 





Valid 3.00 9 14.8 14.8 14.8 
4.00 29 47.5 47.5 62.3 
5.00 23 37.7 37.7 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      A4 





Valid 2.00 1 1.6 1.6 1.6 
3.00 9 14.8 14.8 16.4 
4.00 26 42.6 42.6 59.0 
5.00 25 41.0 41.0 100.0 
























Valid 1.00 1 1.6 1.6 1.6 
2.00 2 3.3 3.3 4.9 
3.00 12 19.7 19.7 24.6 
4.00 23 37.7 37.7 62.3 
5.00 23 37.7 37.7 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      A6 





Valid 2.00 1 1.6 1.6 1.6 
3.00 8 13.1 13.1 14.8 
4.00 31 50.8 50.8 65.6 
5.00 21 34.4 34.4 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      A7 





Valid 3.00 6 9.8 9.8 9.8 
4.00 32 52.5 52.5 62.3 
5.00 23 37.7 37.7 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      A8 





Valid 2.00 1 1.6 1.6 1.6 
3.00 4 6.6 6.6 8.2 
4.00 33 54.1 54.1 62.3 
5.00 23 37.7 37.7 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      A9 





Valid 2.00 1 1.6 1.6 1.6 
3.00 10 16.4 16.4 18.0 
4.00 33 54.1 54.1 72.1 
5.00 17 27.9 27.9 100.0 





Variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
 
B10 





Valid 2.00 2 3.3 3.3 3.3 
3.00 14 23.0 23.0 26.2 
4.00 28 45.9 45.9 72.1 
5.00 17 27.9 27.9 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
 
B11 





Valid 2.00 1 1.6 1.6 1.6 
3.00 17 27.9 27.9 29.5 
4.00 32 52.5 52.5 82.0 
5.00 11 18.0 18.0 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      B12 





Valid 3.00 19 31.1 31.1 31.1 
4.00 32 52.5 52.5 83.6 
5.00 10 16.4 16.4 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      B13 





Valid 2.00 2 3.3 3.3 3.3 
3.00 13 21.3 21.3 24.6 
4.00 34 55.7 55.7 80.3 
5.00 12 19.7 19.7 100.0 





















Valid 3.00 19 31.1 31.1 31.1 
4.00 35 57.4 57.4 88.5 
5.00 7 11.5 11.5 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      B15 





Valid 2.00 1 1.6 1.6 1.6 
3.00 18 29.5 29.5 31.1 
4.00 32 52.5 52.5 83.6 
5.00 10 16.4 16.4 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      B16 





Valid 2.00 1 1.6 1.6 1.6 
3.00 15 24.6 24.6 26.2 
4.00 35 57.4 57.4 83.6 
5.00 10 16.4 16.4 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      B17 





Valid 3.00 13 21.3 21.3 21.3 
4.00 30 49.2 49.2 70.5 
5.00 18 29.5 29.5 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      B18 





Valid 2.00 4 6.6 6.6 6.6 
3.00 25 41.0 41.0 47.5 
4.00 20 32.8 32.8 80.3 
5.00 12 19.7 19.7 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      











Valid 3.00 18 29.5 29.5 29.5 
4.00 32 52.5 52.5 82.0 
5.00 11 18.0 18.0 100.0 
Total 61 100.0 100.0   
      B20 





Valid 2.00 1 1.6 1.6 1.6 
3.00 9 14.8 14.8 16.4 
4.00 34 55.7 55.7 72.1 
5.00 17 27.9 27.9 100.0 





























HASIL UJI KUALITAS DATA 
 
Variabel E-Billing (X) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 61 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 61 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 
N of Items 
,893 ,898 9 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
A1 
4.098361 0.675892 61 
A2 
3.95082 0.804699 61 
A3 
4.229508 0.692663 61 
A4 
4.229508 0.761434 61 
A5 
4.065574 0.928598 61 
A6 
4.180328 0.718985 61 
A7 
4.278689 0.635902 61 
A8 
4.278689 0.661593 61 
A9 









Inter-Item Correlation Matrix 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
A1 1.000 .499 .663 .668 .653 .683 .711 .497 .294 
A2 .499 1.000 .469 .481 .294 .361 .288 .308 .413 
A3 .663 .469 1.000 .720 .494 .652 .647 .513 .399 
A4 .668 .481 .720 1.000 .473 .562 .657 .599 .302 
A5 .653 .294 .494 .473 1.000 .631 .533 .458 .168 
A6 .683 .361 .652 .562 .631 1.000 .617 .418 .295 
A7 .711 .288 .647 .657 .533 .617 1.000 .565 .243 
A8 .497 .308 .513 .599 .458 .418 .565 1.000 .551 



















Alpha if Item 
Deleted 
A1 33.2951 18.578 .802 .706 .870 
A2 33.4426 19.451 .509 .400 .893 
A3 33.1639 18.606 .774 .652 .872 
A4 33.1639 18.239 .752 .664 .872 
A5 33.3279 18.024 .612 .529 .887 
A6 33.2131 18.737 .716 .600 .876 
A7 33.1148 19.303 .716 .639 .877 
A8 33.1148 19.470 .651 .591 .881 
A9 33.3115 20.451 .426 .447 .898 
 












Item Means 4.155 3.951 4.279 .328 1.083 .013 9 
Item Variances .544 .404 .862 .458 2.132 .020 9 
Inter-Item 
Covariances 
.261 .110 .421 .311 3.826 .006 9 
Inter-Item 
Correlations 








Deviation N of Items 
37.3934 23.709 4.86922 9 
 
Variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 61 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 61 100.0 
a. Listwise deletion based on all 









Items N of Items 








B10 3.9836 .80606 61 
B11 3.8689 .71822 61 
B12 3.8525 .67912 61 
B13 3.9180 .73700 61 
B14 3.8033 .62769 61 
B15 3.8361 .71134 61 
B16 3.8852 .68553 61 
B17 4.0820 .71403 61 
B18 3.6557 .87341 61 
B19 3.8852 .68553 61 








Inter-Item Correlation Matrix 





.572 .422 .306 .290 .373 .449 .437 .276 .419 .475 
B1
1 
.572 1.000 .643 .452 .496 .675 .646 .541 .299 .443 .623 
B1
2 
.422 .643 1.000 .542 .556 .536 .679 .438 .419 .285 .557 
B1
3 
.306 .452 .542 1.000 .577 .419 .509 .393 .525 .509 .533 
B1
4 
.290 .496 .556 .577 1.000 .561 .528 .334 .361 .334 .576 
B1
5 
.373 .675 .536 .419 .561 1.000 .644 .421 .176 .405 .468 
B1
6 
.449 .646 .679 .509 .528 .644 1.000 .394 .517 .397 .510 
B1
7 
.437 .541 .438 .393 .334 .421 .394 1.000 .447 .428 .617 
B1
8 
.276 .299 .419 .525 .361 .176 .517 .447 1.000 .378 .438 
B1
9 
.419 .443 .285 .509 .334 .405 .397 .428 .378 1.000 .406 
B2
0 


















Item Means 3.897 3.656 4.098 .443 1.121 .016 11 
Item Variances .525 .394 .763 .369 1.936 .010 11 
Inter-Item 
Covariances 
.240 .109 .345 .236 3.155 .003 11 
Inter-Item 
Correlations 























B10 38.8852 26.937 .549 .400 .900 
B11 39.0000 26.133 .754 .680 .888 
B12 39.0164 26.750 .708 .602 .890 
B13 38.9508 26.614 .661 .545 .893 
B14 39.0656 27.596 .636 .533 .895 
B15 39.0328 26.966 .638 .627 .894 
B16 38.9836 26.483 .741 .674 .889 
B17 38.7869 27.070 .619 .507 .895 
B18 39.2131 26.704 .522 .507 .903 
B19 38.9836 27.716 .554 .412 .899 







Deviation N of Items 


































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 EBilling WajibPajak 
N 61 61 






Absolute .106 .110 
Positive .106 .110 
Negative -.105 -.071 
Test Statistic .106 .110 
Asymp. Sig. (2-tailed) .086c .063c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 








t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 20.574 4.913  4.187 .000   
X1 .596 .130 .512 4.575 .000 1,000 1,000 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 .512a .262 .249 4.91500 1.598 
a. Predictors: (Constant), X1 





















EBilling .596 .130 .512 4.575 .000 
















































Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 X1b . Enter 
a. Dependent Variable: Y 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .512a .262 .249 4.91500 







Square F Sig. 
1 Regression 505.677 1 505.677 20.933 .000b 
Residual 1425.274 59 24.157   
Total 1930.951 60    
a. Dependent Variable: Y 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.574 4.913  4.187 .000 
EBilling .596 .130 .512 4.575 .000 









 Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation N 
Predicted Value 34.8835 47.4040 42.8689 2.90309 61 
Residual -9.80777 10.55815 .00000 4.87387 61 
Std. Predicted 
Value 
-2.751 1.562 .000 1.000 61 
Std. Residual -1.995 2.148 .000 .992 61 
a. Dependent Variable: Y 
 
 
 
 
 
 
 
